
Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2Or2

TENTANG

PINJAMAN DABRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

: a, bahwa keuangan Negara yang meliputi penerimaan daerah,

, pengeluaran daerah dan kekayaan daerah pada hakikatnya
adalah kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah ya'g tercermin pada hak anggaran DpR dan
DPRD.

b. bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas
pembantuan, daerah berwenang mengatur tatacara pengelolaan
sumber sumber penedmaan dan kekayaan daerah serta
berkewajiban membentuk dan menjalankan peraturan
perundangundangan berdasarkan kewenangannya.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk peraturan

D ae r ah tentan g P inj aman Daerah.

: 1. Pasal 18 ayat (6) undang undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembenhrkan

Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3g95);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6

. Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 46
Tahun 1999 tentang Pembentukan provinsi lr4aruku ntara,
Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

Daerah (Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2a04
Nomor' 125, Tambahan Lembaran Negara'Republik Indonesia
Nornor 443'7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200g Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



l

;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA
Dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH

DAERAH

TENTANG PINJAMAN
MenetaPkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l

DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan:
1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara

2.PemerintahDaerahadalahPemerintahProvinsiMalukuUtara.
3. Gu,bernut adalah Gubernur MalukuUtara

4. Dewan perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara

5. Satuan Keda Perangkat Daerah y*g^lti*i*"va disingkat SKPD adalah satuan kerja

perangkat d*.rrh ;;; menyelengg*uk* urusan pemerintahan daerah di bidang tertentu

i-g iiU""tuf. dengan Perattryn Daerah'

6. Anggar:an Pendapatan dan Belanja p*i"ft yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku utara yang setiap tahun ditetapkan dengan

PeratwanDaetah'

T.PinjamanDaerahadalahSemuaTransaksiyangmengakibatkanDaerahmenerimasejumlah
uang atau menerima manfaat y*f u.*itui u*g dari pihak lain sehingga Daerah tersebut

dibebani kewajiban untuk membayar kembali'

8. Naskah Perjanjian Pinjaman Daerah yang selanjutnya disebut NPPD adalah Naskah

perjanjianyangditandatanganiolehPemerintahDaeruhdenganPemberiPinjaman.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

penyelenggataan pengelolaan Piniaman Daerah dilaksanakan berdasatkan asa's pengayoman'

kemanusiaan, kebangsaan, kekeruargaam, kenusant araan) bhineka tunggal ika, keadilan'

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum,

keseimbangan' keserasian, keselarasan' tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif,

efisien, ekonomis, transparan, bertanggungiawab, kepatutan' manfaat' itikad baik dan kebebasan

berkonttak

Pasal 3

PembentukanPeraturanDaerahtentangPinjamanDaerahbertrrjuan
kemampuankeuangandaeralrmelaluipenerimaandaerahyangberasaldari

untuk meningkatkan

Pinjaman Daerah.



BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a. pengertian, asas dan tujuan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah;

b. Prinsip Umum Pinjaman Daerah;

c. Batas besaran Pinjaman Daerah;

d. Persyaratan Umum dalam melakukan Pinjaman Daerah;

e. Prosedur Pinjaman Daerah yang betsumbet dari Pemerintah;

f. prosedur Pinjaman Daerah yang bersumber dari selain Pemerintah;

g. Pembayaran Kembali Pinjaman Daerah;

I n. Felaporan dan Sangsi Pinjaman Daerah;

i. KetentuanPeralihan;dan

j. Ketentuan PenutuP.

BAB IV
PRINSIP UMUM DAN KRITERIA PINJAMAN DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 5

(1). pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD danlatau untuk menutup

kekurangan kas.

(2). PemeintahDaerah tidak dapatmelakukan Pinjaman Langsung kepada pihak luar Negeri.

Pasal 6

pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pada pihak lain.

Pasal T

pendapatan Daerah dan/ataubarang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Pinjaman Daerah

Pasal S

pinjaman Daerah dilakukan ctalam hal terjadi defisit anggaran dan/atau kekurangan kas yang

tidak cukup tersedia sumber pembiayaan defisit darlatau persediaan kas pada tahun anggaran

berkenaan' 
Pasar g

pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan untsan wajib dan/atau

urusan pilihan yang bersifat mendesak-



BAB V
KEWAJIBAN, I{AK DAN WEWENANG

PEMERINTA}I DAERAI{
Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal l0
Dalam melaksanakan pinjaman daerah pemerintah daerah mempunyai kewajiban :

a.

b.

c.

d.

Mengupayakan perclehan finjaman daerah;

Melaksanakan kegiatan dan kewajiban lainnya berdasarkan persyaratan yang. ditentukan

sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian pinjaman daerah;

Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman daerah kepada

DPRD dan/atau pemberi pinjaman baik diminta ataupun tidak diminta;

Memberikan informasi kepada masy,arakat tentang pelaksanaan kegiatan yang dib)ayai

dari pinjaman daerah.

I

Bagian Kedua
Hak dan Wewenang

Pasal 1l
Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah

mempunyai hak dan wewenang;

a. Melaksanakan pertemuan dan/atau mengundang d.an/atau menghadiri undangan

pertemuan yang dimaksudkan untuk membicarakan permasalahan yang berkaitan dengan

Pinjaman Daerah

b. Menyusun rencana kegiatan yang dapat dibiayai dari pinjaman daerah;

c. Mengajukan usulan pinjaman daerah kepada Pemeriirtah, Pemerintah Daerah lainnya,

Lembaga Keuangan Bank, atau Lembaga Keuangan bukan Bank setelah mendapat

persetujuan DPRD; dan

d. Meminta persetujuan DPRD terhadap usulan Pinjaman Daerah.

BAB VI
SUMBER, JENIS DAN BATAS

PINJAM.AN DAERAII

Pasal 12

(1) Pinjaman Daerah bersumber dari :

a. Femerintah;

b. Pemerintah Daerah lainnya;

c. Lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dzur mempunyai tempat

kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan / atau

d. Lembaga Keuangan bukan Bank yang berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai

tempat kedudukan dalam Wilayah Negara Republik lndonesia.

(2) Pinjaman Daerah sebagainrana dimaksud pada ayat t huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Dalam Negeri; dan/atau

b. Penemsan Pinjaman Luar Negeri.

Pasal L3

(l) Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas :

a. Pinjamanjanglapendek;
b. Pinjaman jangka menengah; dan



(2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan

Pinjaman Daerah jangka waktu kurang atau sampai dengan satu tahun anggaran dan

kewajiban p"*aryurin kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga' dan

biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggalan yang bersangkutan'

(3) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggalan dan kewajiban

pembayaran kembati pinjaman yang meliputi pokok pinjaman bunga' dan biaya lain

harus dilunasi dalamkurun rvaktu yangtidakmelebihi sisa masa jabatan kepala daerah

yang bersangkutan.

(a) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan

pinjaman daerah aalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban

pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, b*gu, dan biaya lain'

Pasal 14

(1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a hanya

dipergunakan untuk menutup kekurangan afus kas pada tahun anggatan yang

bersangkutan.

(2) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b

dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan

penerimaan.

(3) Pinjarnan jangka panjang sebagaimena dim'aksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c

dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan'

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek paling banyak 60% ( enam

puluh per seratus ) dari nilai realisasi Pendapatan Asli Daerahtahun sebelumnya'

(2) Pernerintah Daerah dapat melakukan pinjaman jangka menengah paling banyak 5 %

(lima per seratus) dari Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya dan ratio

kemampuan pengembalian pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima)'

(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang paling banyak l0 %

(sepuluh per seratus) dari Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya dan ratio

kemampuan pengembalian pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima)'

Persyaratan Yang

berikut:

BAB VII
PERSYARATAN PINJAMAN DAERAII

Pasal 16

harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah sebagai

a. Kegiatan Yang akan dibiaYai dari pinjaman jangka pendek telah dianggalkan dalam APBD

tahun bersangkutan.

b. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini merupakan urusan wajib dan/atau

rrrusanpilihanyangbersifatmendesakdantidakdapatditunda.
c. Perst,arutanlatnnyi),ang disep akati olehcalon pemberi pinjaman danPemeintahDaerab'

Pasal 17

Dalam hal pemerintah daerah akan melakukan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang'

pemerintah daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Jumlah sisa pinjam an daerahditambah jumlah pinjam an yang akan ditank tidak melebihi

75% ( tujuh puluh lima perseratus ) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun

sebelumnya.
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b.Rasioproyeksikemampuankeuangandaerah.'nl,'kmengembalikan
sedikit 2,5 (duakoma lima )'

c.Tidakmempunyaitunggakanataspengembalianpinjamanyangberasal
d. MendaPatkan Persetujuan DPRD'

BAB VIII

PROSBDURPINJAMANDAERAHYANGBERSUMBERDARIPBMERINTAH

p ro s e d u r r ir,' u - u oBiiiiX ; ffiS 
" 

n a ny a B ers u m b er

dari Piniaman Luar Negeri

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan usulan pinjaman daerah kepada pemerintah dengan

mengacupadaDaftarRencanaPrioritasPinjamandarr/atauHibahLuarNegeriyang
dikeluarkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan Penyelenggalaan Pemerintahan di

bidang Perencanaan Pembangunan Nasional'

(2) Pemerintah Daerah menyampaikan rencana pinjarnan daerah untuk membiayai usulan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang melaksanakan Urusan

Penyelenggara^lPemerintahandibidangKeuangan<lenganmelampirkan:
a.RearisasiAPBDselanratigatahunterakhitberturut-turut;
b. APBD tahunbersangkutan;

c. Perhitungan tentang kemampuan claerah dal;am memenuhi kewajiban pembayaran

kembali Pinjaman'

d. Rencana Keuangan yang akan diusulkan; dan

e. Surat keputusan DPRD tentang petsetquan DPRD'

(3) pinjaman Daerah dari pemerintatriang dananya berasal dari luar negeri dilakukan melalui

perj anj ian Penerusan Pinj aman'

(a) Perjanjian penerus* pin;uln* dilakukan antara Mented Keuangan dan Kepalp Daerah'

Pasal 19

(1)PemerintahDaerahdalammelaksanakanperjanjiarrpenerusanpinjamansebagaimana
dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) didasarkan pada persyalatan penemsan pinjaman yang

ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan'

(2) Mata uang yang digunakan dalam perjanjian penerusan pinjaman dapat berbentuk mata uang

RuPian atau matauang Asing'

. Bagian Kedua

ProsedurPinjamanDaerahdariPemerintahyangDananya
Bersumber Selain dari Pinjaman Luar Negeri

Pasal 20

DaerahmengajukanusulanpinjamarrkepadaMenteriyangmelaksanakanurusan
penl,elengg araan pemetintahatt di bidang keuangarl dengan mdampirkan dokunlen

sekurang-kuran gnya sebagai berikut

a. Surat Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD;

b. StudY kelaYakanProYek; dan

c. Dokumen lain Yang diPerlukan'

pinjaman Daerah dari pemeri ntah 7,angdanan1,a berasar 
_serain 

dari piniaman Luar Negeri

dilakukanmelaluiperjanjianpinjamanyangditandatanganiolehMenteriyang
melaksanakan urusan pe11yelenggur*,, pt-t'i*ohan di biclang Keuangan dan Kepala

pinjaman Paling

dari pemenntah.

F

(1)

(2)



BAB IX
PROSEDUR PINJAMAN DAERAH YANG
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Pasal 21

(1) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber selain dari

pemerintah.

(2)Sumberpinjamandaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiridari:
a. Pemerintah Daerah LainnYa;

b. Lembaga Keuangan Bank; darVatau

c. Lembaga Keuangan Bukan Bank'

Bagian Kedua

Prosedur Pinjaman Jangka Pendek

Pasal22

(1) pemerintah Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman'

(2) calonpemberi pinjamanmelakukan penilaian atas usulan pinjaman daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)' 
lanjian pinjaman yang ditandatangani

(3) Pinjaman daerah jangka pendek dilakukan dengan peq

oleh Gubernur/pejabat yang diberi kuasa oleh Gubernur dan pemberi pinjaman/kuasa

pemberipinjaman,denganmemperhatikanpersyaratanyangpalingmengunttrngkan
Pemerintah Daerah'

Bagian Ketiga

ProsedurPinjamanJangkaMenengahatauJangkaPanjang

Pasal 23

(1) Penierintah Daerah wajib melaporkan rencana pinjaman yang bersumber selain dari

pemerintah kepada Menteri yang melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan di

bidang ururun Dalam Negeri dan Menteri yang melaksanakan urusan penyelenggaraan

pemerintahan di bidang keuangan untuk mendapat pertimbangan'

(2)Laporunsebagaiman.adimaksudpadaa),at(l)dengandokumenyg]1gsekurang-kurangnl,a
terdiri dari :

a. Kerangka acuan ProYek;

b. APBD tahun bersangkutan;

c. Perhitungan tentang kemampuan Daerahdalam memenuhi kewaiiban pembayaran

kernbali Pinjantan;

d. I{encana keuangan pinjaman yang akan diusukan;

e. Surat keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD'

(3) pertimbangan sebagaimana dima[sud pada ayat (1) dalam rangka pemantauan defrsit

APBD <ian batas kumulatif pinjaman pemerintah daerah'

(4) Datamhal Menteri sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) telah memberikan pertirnbangan'

pemedntahdaerahmengajukanusulanPinjanranDaeiahkepadacalonpemberipinjaman.

(5) pinjaman Daerah yang bersumber selain dari pemerintah ciituangkan dalam perjanjian

pinjaman y*g Jiorrauturrguni oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjarhan'

(6)Perjanjianpinjamansebagaim*uai,nui.,,,on:y?"(5)wajibdilaporkankepadaMenteri
),ang melaksanakan urusan penl'elengg **n V'^"^l|ltahan di bidangKeuangan dan Menteri

yangmelaksanakanurusanpenyelenggaraanpemerintahanUrusanDalamNegeri.
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BAB X
PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH

Pasal 24

Dalam hal pembayarankembali pinjaman jangka pendek menimbulkan biaya antgra lain bunga

dan denda, maka biaya tersebut dibebank'an pada belar$a APBD '

Pasal 25

(1) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan

dalam APBD dan direalisasikan/ dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

(2) Pembayaran kernbali Piqaman Daerah dari Pemerintah Dacrah, dilakukmr dalam mata uarrg

sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman antara Menteri yang melaksanakan urusan

penyelenggaraanpemerintahan di bidang Keuangan dan Kepala Daerah.

BAB XI
PELAPORAN DAN SANKSI PINJAMAN DAERA}I

Pasal26

(1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjarnan Daerah dianggarkan dalam

APBD dan ditatausahakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dianggarkan dalam APBD sebagai

penerimaan pembiayaan

(3) Kewajiban sebagairnana dimaksud pada aryt (1) dianggarkan dalam APBD sebagai

pengeluaran pembiayaan.

(4) Keterangan yang memuat semua pinjarnan jangka menengah dan jangka paniang wajib

dituangkan dalam lampiran dari dokurnen APBD.

(5) Setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oieh Daerah merupakan dokumen publik dan

ditempatkan dalam Berita Daerah.

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada

Menteri yang melaksanakan urusan penyelenggataarT.pemerintahan di bidang Keuangan dan

Menteri yang melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Urusan Dalam

Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 28

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan perjanjian pinjaman yang telah dilakukan

sebagaimana dimaksud daiam pasal23 ayat (6) dan/atau Pemerinfah Daerah rnembuat perianjian

Pinjaman yang tidak sesuai dengan pertirnbangan Menteri yang rnelaksanakan urusan

penyelenggataar pemerintah di bidang Urusan Dalam Negeri, maka DPRD tidak memberikan

persetujuan te^rhadap pengajuan usul Pinjaman Daerah dalam waktu 3 ( tiga ) tahun berturut-

turut.

BAB XII
KETENTT]AN PERALIHAN

Pasal 29

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala bentuk Perjanjian Pinjaman daerah

png telah dilaksanakan antara pemberi pinjaman dan penerima piniaman,'tetap berlaku

sampai berakhirnya pelunasan pembayaran pinj aman



Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

penierintah daerali dengan rekailan dalarn pe.laksa:raan

dilaksanakan afas beban,APBD.

(3) Segala bentuk perianiian sebagaimana dimaksud pada

wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini

setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini'

termasuk perjanjian kerja antara

penyediazut brang dan jasa Yang

ayat (i) ;'ang telah dilaksanakan

paling lama 60 (enam Puluh) hari

BAB XIII
KETENTUAI\ PE]\{UTUP

Pasal 30

pada saat berlakunya peraturan Daerah ini segala ketentuan yang mengatul' tentang Pinjaman

Daerah dinyatalian tidak berlaku'

Pasal 31

aperaturan D aerah jni mulai berlaku pada tan ggd diundangkan.

('agu,. setiap ofang firengetahuinya, mernerintahlizur pengundaflgzur Peraturan Daerah ini ciengan

penempatannya dalzun Lembaran Daerah'

Ditetapkan di Sofifi

Pacla tanggal j5 Met
jn1')

.- Diundangkan di Sofifi

f fuO" tanggal 15 Mel 2A1,2

i sgKRETARrts DAERAT{

ALBAAR
(.t

.{i#

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHLIN 2012 NOMOR" 'B



PEI{JELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: e TAHUN2012

TENTANG

PINJAMAN DAERAH

A. UMUM

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur Tata Cara

Pengelolaan Sumber-sumber Penerimaan dan liekayaan Daerah yang salah satunya adalah pinjaman

Daerah dalam rangka Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau

manfaat yang bernilai uang dari pihak lain yang dibebani kewajiban membayar kembali. pinjaman

Daerah bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui Penerimaan Daerah yang

berasal dari Pinjaman Daerah.

Dalam rangka mendukung penyelenggaran Pemerintahan Daerah, Pinjaman Daerah dapat dilakukan

dalam hal terjadi defisit anggaran dan atau kekurangan kas yang tidak cukup tersedia sumber

pembiayaan defisit dan atau persediaan kas pada tahun Anggaran berkenan. Dengan demikian,

Pinjaman Daerah dimaksudkan untuk membiayai kegiatan yang rnerupakan urusan wajib dan urusan

pilihan yang bersifat mendesak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berkenan dengan itu, pembentukan Peraturan tentang Pinjaman Daerah merupakan sebuah

kebutuhan guna menunjang efektifitas dan efesiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi

Maluku Utara.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas



Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal I I

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal lT

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal.2l

Cukup Jelas

Pasal22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25



Cukup Jelas

Pasal26

Cukup Jelas

Pasl27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 3 1

Cukup Jelas

r\d (TAMBATTAN LEMBARAN DAERAH NOMOR .......e...... ......... ..)
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